Menimbang

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR t0 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI KEPULAUAN ARU,

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program-
program pembangunan daerah agar berjalan secara
efektif, efisien dan tepat sasaran sebagai pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021,
perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26
ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021;




Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun
2021;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten
Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



8.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana




Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447),

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2012-2032;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

19, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2021.




BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1.
2,

Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode
5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan Kepala Daerah yang berisi penjabaran dari visi, misi dan
program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta
memperhatikan RPJM Nasional.

Dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
adalah Dokumen Perencanaan yang disusun setiap tahun anggaran.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah
Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah

serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.



BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021 yang
memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan
Daerah serta rencana kerja dan pendanaan dan kebijakan penanganan
pandemi Corona virus deseasi 19 yang disusun dengan berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan

oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021

menjadi :

a. Dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
tahun 2021;

b. Dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam menyusun
Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara tahun 2021;

¢. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam menyusun
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
dan

d. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun
2021.

Pasal 4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal % hKbusMs 1620

/BUPATI KEPULAUAN ARU,J

(.

/_ ——
JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal |3 BGuS™MS 2010

SEKRE DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

MOHAMAD DJYMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020 NOMOR |2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRET A AERAH,

NOVY EDWIN M. SOLISSA




